BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR    202       TAHUN 2007
T EN T A N G

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGANAN SPM/PENGUJI, BENDAHARA, STAF ADMINISTRASI DAN STAF KEUANGAN PENGELOLAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN PASCA BENCANA ALAM DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan program peningkatan sarana prasarana pemerintahan pasca bencana alam di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008, perlu menunjuk pengelola anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM/Penguji, Bendahara, Staf Administrasi dan Staf Keuangan Pengelolaan Anggaran Tugas Pembantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Pasca Bencana Alam di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006;


Memperhatikan : Surat Direktur Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri Nomor 360/1101/PUM, tanggal 20 Juli 2007, perihal Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan Yang Dianggarkan Melalui Dana Tugas Pembantuan TA.2008;
M E M U T U S K A N  :
	Menetapkan
	

	KESATU
	· Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM/Penguji, Bendahara, Staf Administrasi dan Staf Keuangan Pengelolaan Anggaran Tugas Pembantuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Pasca Bencana Alam di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.



	KEDUA
	· Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



	KETIGA
	· Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bantul 182 Tahun 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM/Penguji, Bendahara, Staf Administrasi dan Staf Keuangan Anggaran Tugas Pembantuan Program Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan Pasca Bencana Alam di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



	KEEMPAT
	· Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 21 Juli 2007.


Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

2. Menteri Keuangan di Jakarta;

3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri di Jakarta;

4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

5. Kepala Badan Pengawas Keuangan Perwakilan Yogyakarta;

6. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Yogyakarta;

7. Kepala Kanwil. Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Yogyakarta;

8. Kepala KPPN Yogyakarta;

9. Kepala Biro Hukum Setda. Propinsi DIY;

10. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

11. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul;

12. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;

13. Yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR            TAHUN 2007

TANGGAL

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGANAN SPM/PENGUJI, BENDAHARA, STAF ADMINISTRASI DAN STAF KEUANGAN PENGELOLAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN PASCA BENCANA ALAM DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2008
SUSUNAN DAN PERSONALIA

	NO
	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
	NAMA, NIP, PANGKAT/GOL, JABATAN

	1.
	Satuan Kerja
	Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul



	2.
	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
	Drs. Gendut Sudarto, KD. BSc. MMA
NIP.490017858

Pembina Utama Muda, IV/c

Sekretaris Daerah Kab. Bantul



	3.
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
	Siti Fatarul Umiyati, SH
NIP. 490018914

Pembina Tk I, IV/b

Kepala Bagian Tata Pemerintahan



	4.
	Pejabat Penandatanganan SPM/Penguji
	Drs. R. Moelyosubagio, MSi
NIP. 490030693

Kasubbag. Perbendaharaan Bagian Keuangan



	5.
	Bendahara
	Wahyu Handriyani, AMD
NIP. 490030938

Staf Bagian Keuangan



	6.
	Staf Administrasi dan Staf Keuangan
	1. Suprihana, ST
NIP.490030373

Staf Dinas Pekerjaan Umum

2. Tri Budiarto, SSTP

NIP. 010260684

Staf Bagian Tata Pemerintahan


BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
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